BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai Pengaruh
pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten
kupang adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Kupang. Di mana, semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka
semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap
kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
Di mana, semakin baik pengawasan keuangan daerah maka semakin
baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6.2 Saran
Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis
menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pemanfaatan teknologi informasi
dan pengawasan keuangan daerah telah baik dilakukan, tapi masih ada
beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna se-
hingga hal ini berdampak pada kualitas laporan keua- ngan yang
dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah sebaiknya melakukan

pengkajian ulang mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan
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pengawasan keuangan daerah dalam pembuatan laporan keuangan agar
mempunyai kualitas yang bagus.

Penelitian ini masih terbatas pada kapasitas pemanfaatan teknologi
informasi dan pengawasan keuangan daerah dan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat
dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-
variabel lain yang berpengaruh.

Penelitian  ini  masih  memiliki keterbatasan, yaitu pada metode
penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan
dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode

survei lapangan, dll.
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